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Indikator Evaluasi 

Kriteria                                           Penjelasan

Efektivitas                                    Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?

Efisiensi                                         Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang   

diinginkan?

Sumber: Dunn, 1999.

EVALUASI KEBIJAKAN



Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Melalui Per Men Nomor 4 Tahun 2018

Sebelum dan Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(TPKS) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KemenPPPA)

Meninjau Kembali Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

yang dilakukan baik sebelum dan setelah pengesahan UU TPKS

(UPTD PPA +P2TP2A) Secara tepat, cepat serta dilakukan tersistematis

















Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Pada Pemilahan Kasus

Sebelum dan Pasca Pengesahan UU TPKS



Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Pada Pemilahan Kasus

Sebelum dan Pasca Pengesahan UU TPKS

Efektivitas & Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu :

Penyelenggara Pelayanan dapat merespon dengan tepat kebutuhan penerima manfaat 

serta dilakukan dengan cepat dan tersistematis (Komprehensif).  

Semakin banyak lembaga penyelenggara pelayanan yang dilibatkan dalam penanganan 

kasus, maka meskipun efektif namun hal tersebut tidak efisien karena dilakukan oleh 

banyaknya lembaga yang dilibatkan dan tentunya akan menuntut PM harus kembali 

memulai  prosedur yang sama. 



KESIMPULAN

Penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 sebelum

disahkannya UU TPKS memuat beberapa kesamaan aktivitas yang harus tetap dilakukan secara berkelanjutan.

Aktivitas tersebut antara lain mencakup pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pendampingan korban

serta penampungan sementara. Selain itu, pasca pengesahan UU TPKS, terdapat amanat lain yang harus

segera untuk disesuaikan. Misalnya, terkait dengan penyediaan layanan hukum, memfasilitasi kebutuhan

korban penyandang disabilitas (bahkan pelibatan kelompok disabilitas untuk dilatih dalam penanganan kasus),

serta kegiatan pemberdayaan yang merupakan bentuk tugas yang harus dipenuhi oleh UPTD PPA. Pentingnya

pelibatan penanganan kasus yang inklusif, terutama dalam penyertaan seluruh pihak baik disabilitas maupun

non disabilitas serta pada lintas konteks keberagaman gender dan orientasi seksual menimbang bahwa

kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dengan latarbelakang apapun sehingga memerlukan

pengetahuan dan keterampilan khusus. Secara umum penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA pasca

pengesahan UU TPKS telah berjalan sesuai mandat.

Pada Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pasca UU TPKS berdasarkan pemilahan kasus dinilai

relatif efektif dan efisien merespon kebutuhan penanganan para penerima manfaat meskipun belum

dilakukan secara tersistematis dan terorganisir.



REKOMENDASI

1. Menjelang harmonisasi untuk peraturan turunan dari UU TPKS, serta melalui ketentuan peralihan pada Permen

Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Pemerintah,KemenPPPA perlu memberikan batasan jelas tentang tugas dan fungsi khusus unit

penyelenggaraan pelayanan khusus antara UPTD PPA dan P2TP2A.

2. KemenPPPA beserta Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan

termasuk dengan peraturan turunan di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan mandat UU

TPKS.

3. KemenPPPA perlu memastikan kelembagaan UPTD PPA yang telah dibentuk dapat melakukan pelayanan kasus

secara efektif dan efisien melalui layanan satu pintu. Dalam hal ini, reformasi birokrasi penting untuk dilakukan

lewat perampingan unit kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

4. KemenPPPA perlu mempersiapkan kapasitas dan kompetensi aparat sipil negara (ASN) bersama dengan

kelembagaan pengada layanan lainnya sesuai yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

5. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan segenap perangkat dan jajaran terkait, perlu

meningkatkan kolaborasi multipihak untuk pencegahan dan penyelenggaraan layanan terpadu untuk menangani

sesuai dengan mandat UU TPKS. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi UU TPKS beserta aturan turunan terkait

lainnya
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